BABI
FPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum atso  disingkat sebagai Pemilu merupakan pestn
demokrasi yang terlaksana tap lima tahun sekali di Indonesin. Sebagaimana yang
tercantum pada Undang Undang Nomor 3 Tahum 1999 tentang Pemilihan Umuom,
vang menjadi wadzh pelaksanaan daripada kedaulstan rakyvat. yang menjadi hak
seluruh masyarakat Indonesia sendin. Pada zaman modern ini juga Pemilu menjadi
komponen penting dalany penyelenggarian demokrasi perwakilan, serta indikator
dan demokrasi ﬁnghs RINTR quwuud I'm merincikan fungs: dari
Pemilu sebagai jalan dus arah baik untuk pemerintal, elite, dan masyarakat
memanfaatkan  kescmpatan saling memperngarshi satu sama lain  schagai
kogitinikasi politik. Jalon dua arth ini diformulasikan menjadi dua dua sudut
PW”J&'M-HP dan fop-down. Sudut pmda@ﬁ&amqnﬂﬂambmknn
pemilu sebagai rekruitmen politisi membentuk pemerintahan dengan mengajak
masyurakat terlibat ke pemerintahan-politik. Tidak hanya itu, pemilu jugs menjadi
pemhumhh]juhﬁ nktor pemenntah yang sudah tidak relevan dﬂngﬂﬂ'.ﬂ.lthl_
Kemudian sudut pandang rop-down lebih mengartikan fungsi daripada pemilu
schagni pemberi legitimasi kekunsaan dengan meyakinkan dan memperbari
kcsﬂtnﬁhieﬁnnamaﬁynmkﬂl {Heywood, 2002) . Pmmmmﬂ#n fop-
down ik ndalah pandangan fungsi pemilu secara vertikal. Dalam pandangan sisi
lain secarn horizontal, pemilu juga difungsikan Mdﬁtﬁm interaksi antar

Plemis ackilaly parseniter dari sebiiah negars demakrast Pamungkas, 2009).
Namun tetap, hal itu tidak sm:tamem.memudihmﬁnﬂnﬂhagm parameter yang
bersifat valid, harus ada beberupa synrnt yong kemudion dipenuhi. Mulai dan
legitimasi dan kredibilitas dari hasil dan penyelenggaraan pemilu, hingga
partisipasi poliik. Partisipasi polittk mi salah sathnya adalah keterlibatan dan
partisipasi masyarakat dalam pelaksansan pemilu (Warganegora et al.. 2009).
Esensi sebuah demokrasi berupa kedaulatan masyarakat pun menjadi sangat
penting. Lalu, memahami partisipasi masyarakat, hal ini dimaknoi sebagai bentuk
partisipasi politik sebogaimana yang disampaikan oleh Hutington dan Nelson
adatah kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses politik



i Akbar, et al.. 201%), Kemudian partisipasi politik yvang merupakan representasi
dari kedaulatan rakyat ini akhimya tidak dapat dipisahkan dengan sifatnya vang
fundamental dalam demokrasi.

Di Indonesia sendiri. Pemilu telah terlaksana 15 kali bermulai dori tahun
1955, dengan beberapa srekecholder sebagai  penyelenggara pemilu  yaitu
pemerintah, penyvelenggara pemilu dan peserta pemilu. Kemudian berfokus pada
pembahasan  pemerintah  sebagai  stokeholder, ventu dituntut untuk  dopat
minyukseskan pelaksanaan pemilu dengan kebijakan yang tidak berpihak pada satu
dua pihak stau pihak terentn. Pemerintah adalah milik bersama sehingea perlu
pemerintah  memperhafikan’ kebijakin dan progminnya diutumakan untuk
kesejahteraan dan kepentingan bersama (Wilar, 2019). Termasuk pada pembahasan
peningkatan partisipasi pemilu, pemerintah jugs mempunyal peran mengenalkan
politik kepadn mﬂyﬂkﬂhﬂﬂmsmhsas&m pemil.

Pada Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 11 Tabhun 2019 tentang
Perangkat Dagrah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik, telah dijabarkan bahwa tiap daerah harus memiliki Organisasi
Pemerhhﬁ Dl.mh atau OPD yang mengurus permasalahan kesalu:n_lln_wdm
politik baik dalam bentuk badsn stau bukan. Hal ini menjadi latar belakang
berdirinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Y ogyakarta vang turut menjadi
stakeholder pemilu. Dalam Rencana Strategis OPD 2023-2026 Badan Kesatuan
Bangsa dan FPolitik Kota Yogyakarta lertera fungsi yaitu pengoardinasian
perencanaan urusan penyelenggaraan, di bidang kesafuan bangsa dan politik,
pengoordinasian dan perumusan kebijaknn teknis di bidang kesatuan bangsa dan
penguurm Wmﬁhm politik dﬂm ul;-geri. Pun jugn pada
Rencana Kera 2023 . bebempn program kerja yang memfokuskan pada
pendidikan politik dan pengembangan etika dan budaya politik. menegaskan
kembali peranan Badan Keshungpnl Kota *;’ug)'akma yang penting dalam
peningkatan partisipasi politik keterlibatan masyarakat dafam pemilu 2024 nanti.

Ih Kota Yogyakarta sendiri, berdasarkon hasil pembarugn data pemilih
sementara per April 2023 ditetapkan ada 323. 120 pemilih dengan perineian 155609
pemilih laki-laki dan 167511 pemilih Perempuan (KPU Kota Yogyakarta, 2023).
Para pemilih sementara ini terbagi ke 1.298 TPS yang berlokasi di 12 Kemantren.
Pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPTh KPU Kota Yogyakartn per tanggnl 5 Oktober
2023 lalu ditetapkan juga daflar pemilih tambahan sejumlah 84 pemilih, 44 pemilih



laki laki dan 40 pemilih Perempuan (KPU Kota Yogyakarta, 2023). Hingga naskah
imi ditulis, telah tercatat 323.204 pemilib vang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian,
melihat perbandingan antara pemilih tetup dan hak pilih yang digunakan dalam
Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pilkada di Kotn Yogyakarta yang
digambarkan pada grafik di bawah berikut;

Hasll Pemilu 2015 Wilayah Kota Yogyakarta
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Dapat disimpulkan bahwasannys angka pemilih yang tidak menggunakan
hak pilihnya hampir semua masih menyentuh hingga limapulub ribu dengan
preme di atas 17%-20% dari pemlllh terdafiar, Bahkn}ndl htegujpalkad.m
entuh hingea angka 85,180
orang. mmmqmmpﬁmu masym'lmm kegiatan yang
berkaitan dengan politik. pesta demokrasi seperti pemil. Mengutip dari Suranto
dik, faktor faktor penghambat partisipasi masyorakat dapat dilatar belakangi oleh
status sosial dan ekonomi. situas) M\'m aﬁhﬁn pﬁ* orang ftua, pengalam
berorganisasi, kesadaran politik, stimulan si melalui media massa hingga
diskusi informal, serta kepercayaan masyorakat kepada pemerintah (Suranto,

Sulaksono, & Murti, 2015). Menurut pandangan lain juga partisipasi masyarakal
sangal berkaitan erat dengan beberapa faktor lain yang menjodi penghambat
daripada partisipast masyarakat dalam pemilu seperti tumpang tindih aturan,
pengetahuan pemilth, pemetaan stekeholder, penjadwalan fahapan pemilu hingga
luas wilayah (Akbar. et al., 2019). Hal ini menjadi concern penyelenggara pemilu



dalam membuat strategi dan manajerial strategi yang tepat guna meningkatkan
partisipasi masyarakat.

Pada Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 114 tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badon Kesstuan
Bangsa dan Politk menjelaskan bahwa Bakesbangpol Kota memiliki tugas fungsi
sebagai fokus pada pelaksansan penyelenggoraan urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik. Terkhususnya dijabarkan pada bagian fungsi bahwasannya Badan
Kesabangpol memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana koordmator,
dan juga pelaksana evaluasi dan pelaporun pada bidang Pendidikan dan pembinaan
idelologi Pancasila danwawasan kebdgsaan, penyelenggaraan perpolitikan dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, peme an pada ketahanan ekonomi, sosial
budnvﬂipﬁ!ﬁhmkWMﬁHmm srﬂmunm'thmgummsdun
golongan lainnys, fasilitasi organisasi  kemasyrakatan, serty - pelaksanaan
kewnspadaan dan penanganan konflik sosial di daerah. Hal imi kemudian menjadi
landiian Baliisannya Badan Kesbangpol Kota Yoryalthsie siemiliiel Shins paca
pelaksanan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pemilihan umum mempphm_qm!
sfu praktek demokrosi yang ferlaksana di Indanesia. Pemilihan umum yang
selanjuinya disebut pemilu merupakan alat tercanggih demoksi, sebagai indikator
dari demokrasi. Dahl menjelaskan pada kutipan Buku Perihal Pemily, dua daripada
enam giri lembaga politik vang dibutubkan oleh demokrasi mik.l.h-yqig besar
Mﬂmmmmmﬂﬁpﬁmilup@dﬂb&mh berkala
(Pamunglas, 2009).

Sebetum tahun Pemitu 2019 Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta sendiri
masih berupa Kantor Kesatuan Bangsa WMMUmn Walikota Momaor
63 Tahun 2008 sebagaimana diuhah dengan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun
2009, Kantor Kesatuan Bangsa masih berfokus pada kesatuan bangsa, generasi

muda, dan olah raga. Kemudian pada terbitan peraturan baru yaitu Peraturan
Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, vrusan kepemusdaan dan

olahraga diampu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang akhirnya membuat Kantor
Kesatuan Bangsa berfokus pada ranah kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Dalam konteks inilah, Kantor Kesatuan Bangsa mulai mengembangkan program
kerja mercka juga kepada permasalahan politik dalam negeri yang ada di masayraat



salah satunya adalah pelaksanoan demokrasi vang berkualitas. Pada saat itu Kantor
Kesatuan Bangsa memiliki program kerja yvang telsh tercantum pada Rencana
Strategis tahun 2017-2022. Mengutip pada Rencana Kerja 2019 sendiri, Badan
Kesbangpol Kots Yogvakarta masih menyamakan antara kegistan wawasan
kebangsaan dengan politik.

Pada Persturan Daerah nomor 9 tahun 2008 yang dikuatkan oleh Peraturan
Walikots nomor 65 tahun 2008 dengan penyempumasn kembali Peraturan
Walikota nomor 117 tahun 2009, struktur erganisasi Kantor Kesatuan Bangsa
seharusnya lerdiri dengan satu kepala karitor, satu kepals sub bagian tata usaha, dan
tiga orang kepdasaﬁmﬂumﬁﬁwmmﬂmgkﬂt dagrah. Pun
Kementrian Dalam Negeri Republ .. Indonesia juga telsh. mhkan
Lelemlmym dengan mm;ﬂnmﬂ kosong dengan Juﬂﬂt yung sesuai
dengian urusan perangkat daerah ati mengajukan usulan kepada Menteri Dalam
Negen untuk menaikkan status Kantor Kesatuan B:mytnq]ﬂ Hidm Kesatuan
Bangsa mengingat fidak adalagi perangkat daerah berbentuk Kantér.Oleh
karenamya, Kantor Kesatuan Bangsa kemudian memiliki strul:hrmm
‘n'va.sasan ‘Kebangsaan dan Sub Bagian Tata Usaha sebagai Sekertariat Perangkat

Sesuni dengan Rencana Strategis 2017-2022. urusan perpalitikan dalam
negent fermasuk pelaksanaan demokrusi (yang dimmm penelitian ini
adalah  pemilihan umum) masih bergabung dengan pelaksanasn wawasan
kebangsaan yangada di Kantor Kesatuan Bangsa. Scbagaimana dengan yang tertera
pada gambar di bawah ini, arah kebijakan Kantor ﬁmﬂtngﬂ pada Renstra
2021.2022 dimana Pendidikan dan Fusilitasi Politik berfokus pada tujuan untuk
kondisifitas dan penmgkma.nmmm




Tafum XH7-2002.



Pada progrmm kerjanya sendiri, masih terlampir pada RENSTRA 2017-2022
Kantor Kesatuan Bangsa. program kerja yang mengarah dengan fokus ke isu politik
masih berupa pemantapan nilai politik dalam negeri yang ada di organisasi
kemasyarakatan. Belum menyentuh dengan permasalshan pemilihan wmum.
Program kerja tersebut tercantum pada poin ke 3.2 dalam gambar di bawah ini.
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Pada bulan September 2019 kemudian terbit Surat Perubahan Pejanjion Kinerja
2019 yvang ikut mengubah beberapa program '"Wﬁ}ﬁtur Kesatuan Bangsa.
Pada surat itu juga melampirkan penambahan program kera untuk urusan politik
dalam negeri berupa Pengawasan PILEG dan PILPRES selama empat bulan.
Berdasarkan fenomena tersebut, strategi yang dilakukan oleh Badan
Kesbangpol Kota Yogyakarta vang masih berupa Kantor Kesatuan Bangsa hanya
sebatns pengawasan terhadap penyelenggaraan dan belum berfokus pada
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemiliban umum. Berdasarkan hal
tersebul, penulis mengambil judul penelitian Formulasi Strategi  Sekolah




Demokrasi untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu D Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada sub bab pertama dapat diketahu bahwa
partisipasi pemilu dan manajemen strategi, hal-hal tersebut menjadi concern yvang
perlu diperhatikan oleh Badan Kesatuan Banpsa dan Politik Kota Yogyakarta
sebagal siokeholder pemilu. Setelahnya munculleh  pertanyaan  pertamyaan

mengenal partisipasi pemilu dan mnnﬂ_]emmfa berupa;

a. Bagaimena formulisi strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam
Pemilis 2024 olch Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta?

b. Apa hambatan pdm forrnulasi slntagf;ﬂ.g dilaksanakan oleh
Badan Kesatuan Bm,gmdlm Palitik Kota YWT

1.3, Tujuan Penclitian
Ttgmm daripada penelitian manajemen strategi penmm pn:lﬂpm
masynrakat dalam pemilu 2024 ini dirincikan sebagaimana di bawal herikut,

‘o, Untuk mengetahui bagaimana formulasi strategi sekolah demokrasi yang
dilakukan oleh Badan Kesatusn Bangsa dan Polifik Kota Yogyakarta
dalam peningkatan partisipasi masyarakat dﬂnmpﬂmﬂnm*

b, Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam formulasi strategi
Badan Kesstuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam mencapai

1.4. Manfaat Penelltian
Manfaat daripada penelitian manajemen strategi peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pemilu 2024 ini dinnecikan sebagaimana di bawah berikut,

a. Manfaat teoritis, guna daripada penelitian ini dapat menjadi luaran baru
untuk berkontribusi secara akademis dalam pengembangan pengetahuan
dan pemahaman tentang pelaksanoan pemiliban wmum, partisipasi
masyarakal, dan mannjemen strategi. Penolis juga berharap penelitian ini
dapat menjadi acuan atau referensi untuk penelitian lain kedepannya.



b, Manfaat praktik, penelitian ini disemogakan bisa menjadi bahan kajian dan

3

rekomendasi untuk Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta dalam
menjalankan program kerja kedepannya dalam peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pemilu. Serta merta dalam rangka memenuhi visi misi
Pembangunan dan tugas pokok fungsi Badan Kesbangpol sesuai dengan
perundangan yang berlaku.

Bab [11 Metodologi Penelitan
3.1 Desain Penelitian,
Menjelaskan desain dari penelitian ini.
1.2 Objek Penelitian.
Mienjelaskan objek yang akan diteliti dalam penclitian.
3.3 Subjek Penelitian.
Menjelaskan subjek yang memberikan data terkait penelitian.



3.4 Variable Penelitian,
Menjelaskan tentang variable yang digunakan dalam penelitian.
3.5 Jenis dan Sumber Data,

3.6 Teknik Pengumpulan Data.
Menjelaskan pengambilan data untuk penelitian
3.7 Teknik Analisis Data.

wmmﬂm I
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